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Abstrak

Kajian Perdagangan Bebas Ke-arah Integrasi ASEAN menggambarkan kerjasama perdagangan ASEAN dalam kerangka kerja AFTA yang berlaku secara bebas, dengan menggunakan Skim Tarif Keutamaan Efektif Umum (Common Effective Preferential Tariff-CEPT). Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi merupakan kepentingan ekonomi, kemudian berkembang menuju kepada kepentingan politik dan lain-lain, permasalahan ini merupakan landasan ataupun kebijakan untuk memperkuat integrasi sekawasan. Dalam hal ini hasil kajian ini mendapatkan bahwa rezim investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN. Kemudian juga perdagangan di kawasan ASEAN dapat meningkat, karena pergerakan aliran barang-barang tidak terkendala berdasarkan produksi yang bersaing, hal ini terutama dalam usaha untuk menarik investasi asing yang semakin memperkuat  persaingan komparatif (comparative competitive) diantara negara ASEAN. Demikian juga Perdagangan diantara negara anggota ASEAN memberikan ruang untuk berintegrasi dengan cara meningkatkan aktivitas jaringan industri diantara negara ASEAN (intra-regional production networks). Aktivitas perdagangan bebas ASEAN-AFTA ini mempertegas perdagangan bebas ASEAN kearah kondisi sebuah kejayaan rezim internasional sekawasan. 

Kata Kunci: Perdagangan Bebas dan Integrasi ASEAN

ABSTRACT

Study of Free Trade towards ASEAN Integration describes the direction of ASEAN trade cooperation within the framework of the applicable AFTA freely, using Skim Common Effective Preferential Tariff-CEPT. Based on the implementation of the policies of economic liberalization is of economic interest, then the evolved towards the political interests and others, these issues are the foundation is nor the wisdom to strengthen the integration region. In this case the results of this study found in that the investment regime is open and free is the key to improving the competitiveness of ASEAN. Then also trade in the ASEAN region can be increased, because the movement of the flow of goods is not constrained by competitive production, it is mainly in an effort to attract foreign investment which reinforces competition comparative (comparative competitive) among ASEAN countries. Similarly, trade between ASEAN members country provide space for integration by increasing the activity of industrial network among ASEAN countries (intra-regional production networks). Activities ASEAN-AFTA reinforces ASEAN free trade towards a triumph regime conditions international region.
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1. Pendahuluan 
Aktivitas kerjasama perdagangan ASEAN dengan melaksanakan ASEAN Free Trade Area (AFTA) berlaku melalui liberalisasi dan pasar bebas di kawasan ASEAN, juga berlaku secara bebas tanpa kendala tarif ataupun non-tarif. Ini mempunyai hubungan dengan usaha memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kesepakatan Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA), ini secara efektif berlaku pada 1 Januari 1993, setiap negara anggota ASEAN harus mampu melaksanakan berbagai kesepakatan AFTA secara bertahap dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan.
 Dalam hal ini, paham liberalisme menjadi landasan terhadap aktivitas ekonomi sekawasan ASEAN dalam membangun kerjasama regional, terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kesepakatan negara ASEAN yang dilaksanakan secara bertahap. Selaras dengan aktivitas pelaksanaan  AFTA pada tahun 1990-an, ternyata anggota-anggota ASEAN berhadapan dengan berbagai tantangan ekonomi politik internasional, termasuk juga perkembangan regionalisme, seperti yang berlaku di Eropah. Oleh karena itu negara-negara ASEAN merasakan perlunya program kerjasama ekonomi yang kuat.
 Hasil kajian Rujhan juga menyatakan bahwa,
 

sesuai data daripada Organisasi Perdagangan Dunia pada Maret 2002, sebanyak 250 Perjanjian Perdagangan Bebas Sekawasan (RTA-Regional Trade Agreement) telah disepakati sebanyak 168 yang aktif. Demikian juga usaha mempercepat pelaksanaan AFTA yang merupakan keputusan hasil pertemuan di Hanoi (Vietnam) tahun 1998, penundaan tahun pelaksanaan program hingga tahun 2003, dari rencana awal pada tahun 2008. Kemudian lanjutan dari pertemuan ASEAN pada 14 September 2001 juga di Hanoi, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk melaksanakan AFTA menjadi tahun 2002, dari rencana awal pada tahun 2003.

Permasalahan ini berlaku melalui kesepakatan untuk melaksanakan hubungan kerjasama berlandaskan prinsip-prinsip dasar negara anggota yang telah menjadikan ASEAN suatu organisasi internasional sekawasan yang paling berjaya di kalangan negara membangun.
 Perkembangan selanjutnya pelaksanaan liberalisasi terhadap aliran bebas barang merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar bersama berdasarkan produksi. Perwujudan dampak dari sifat ekonomi yang terbuka melibatkan sistem politik. Namun demikian sebaliknya sifat politik yang memberi peluang terhadap ekonomi merupakan suatu pola pengukuhan hubungan kemanusiaan sehingga mencapai tingkat tertentu yang melibatkan corak pemerintahan.
 Pengukuhan kerjasama internasional ASEAN, ini semakin memperkuat posisi organisasi ekonomi dan politik dalam skala internasional, memperkuat perilaku organisasi internasional untuk mempererat hubungan yang saling menguntungkan dan memberikan dampak memperkukuh kekuasaan nasional. Berkaitan dengan kajian Jervis bahwa, international institution can shape behavior only if the connection between outcomes and national power is indirect and mediated.
 Aktivitas ekonomi ASEAN menghendaki berlakunya perubahan kearah harmonisasi, dalam interaksi organisasi internasional untuk kepentingan hubungan kerjasama internasional. Hal ini diperkuat lagi dari hasil kajian Bennet dan Oliver yang merumuskan bahwa, these changes force states and international organizations to adjust their policies and operations in order to maintain their relevance in international relations.
 Dalam konteks ini, kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi sebagai bagian daripada rangkaian penyedia ataupun pemasok dunia. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Ahya Ikhsan yaitu, 
tahap pertumbuhan ekonomi ASEAN setelah berlakunya kerjasama mengalami kecenderungan yang meningkat secara umum, meskipun berlangsung naik dan turun secara bervariasi. Hal ini sesuai dengan perkembangan perekonomian yang berlaku, karena ASEAN juga merupakan bagian daripada masyarakat ekonomi dunia dalam aktivitas ekonomi internasional.


Aliran bebas barang Preferential Trading Arrangement (PTA) dan AFTA lebih menekankan terhadap pelaksanaan pengurangan serta penghapusan tarif dan non-tarif, dimana penurunan tarif dalam skim PTA berlangsung secara sepihak (unilateral), sementara itu dalam AFTA dan juga integrasi ekonomi ASEAN menggunakan skim Keutamaan Tarif Efektif Umum (Common Effective Preferential Tariff-CEPT).
 Selanjutnya dalam CEPT penggunaannya terhadap integrasi ekonomi ASEAN merupakan lanjutan daripada AFTA, dimana penurunan tarif berlaku secara bertahap untuk jenis barang tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama melalui skim CEPT, ini terus berubah dan berkembang.


Pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN dengan pelaksanaan AFTA melalui penurunan tarif terhadap barang berdasarkan kesepakatan secara bertahap, merupakan usaha untuk menciptakan integrasi sekawasan yang lebih kuat dengan berbagai kepentingan yang mengikuti kepentingan ekonomi sebagai pilar ekonomi, politik dan sosial-budaya.
 Selanjutnya sesuai dengan perkembangan yang berlaku, berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi merupakan kepentingan ekonomi, kemudian berkembang kepada kepentingan politik dan lain sebagainya, ini merupakan kebijakan untuk memperkuat integrasi sekawasan. Hal ini sebagai keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan harmonisasi serta memperkuat integrasi di kawasan Asia Tenggara. Kajian Faisal menyatakan,


aktivitas ekonomi dan politik internasional telah menyebabkan perkembangan dunia berlaku dengan ketidakpastian, serta persaingan pasar yang semakin sengit dimana secara alamiah dan sebagai tanggapan terhadap dinamika pasar, maka setiap aktor yang terlibat di dalam arena persaingan global tersebut selalu berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan (enrichment).
 

2. Perkembangan Perdagangan ASEAN

Dalam masalah penghapusan hambatan tarif yang berlaku melalui skim CEPT. Ini termasuk terhadap 12 sektor utama yaitu; produksi pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produksi karet, tekstil dan pakaian (apparel), pariwisata, produksi kayu, serta pelayanan logistik.
 Selanjutnya penghapusan hambatan non-tarif diupayakan dengan penegasan kembali kesepakatan  terhadap penyesuaian kebijakan. Kemudian juga ketentuan non-tarif yang selama ini menjadi kendala perdagangan melalui peningkatan transfaransi.


Selanjutnya berkaitan dengan fasilitas atau kemudahan perdagangan dilaksanakan melalui penilaian kerjasama bea-cukai, dimana penilaian terhadap ketentuan internasional berlaku agar produksi ASEAN dapat diterima serta bersaing, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini sejalan dengan ketentuan ataupun pertimbangan mutu, keamanan, kesehatan, dan juga teknis barang yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, fasilitas perdagangan melalui kerjasama bea-cukai mengarah agar proses perizinan biasa (custom clearance) dalam aktivitas perdagangan dan juga lalulintas barang berlangsung dengan lebih cepat, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan sekawasan ASEAN.

Gambar 1:  Pertumbuhan Ekspor-Impor ASEAN 1991-2014
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Sumber: IMF Direction of Trade Statistics, (ASEAN Secretariat, Februari 2015). (diolah)

Dengan berlakunya peningkatan ekspor ASEAN antara tahun 1991-2014 yang mencapai rata-rata 16,38 persen per tahun, sementara itu import berkembang mencapai 12,25 persen per tahun. Demikian juga selama krisis ekonomi berlaku pada tahun 1997-1998 yang turut memberi pengaruh terhadap prestasi ekspor dan impor ASEAN. Dalam hal ini, berlaku penurunan yang cepat, yakni mengalami penurunan minus 18 persen untuk aktivitas ekspor. Demikian juga minus 100 persen terhadap aktivitas impor negara sekawasan ASEAN (Gambar 1). Meskipun setelah itu ekspor dan impor dalam perdagangan ASEAN kembali bergairah serta berkembang, tetapi masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor secara rata-rata dibandingkan waktu sebelum berlakunya krisis ekonomi. Rata-rata ekspor sebelum krisis berlaku adalah 18.23 persen dan impor mencapai 16,60 persen, sementara itu setelah krisis berlaku ekspor 17,73 persen dan impor mencapai 13,10 persen. Namun demikian, aktivitas perdagangan ASEAN dengan pelaksanaan AFTA setelah berlakunya krisis semakin bergairah meskipun naik dan turun secara bervariasi, sehingga terjadi kecenderungan perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan bebas ASEAN. 


Kenyataannya bahwa perdagangan ASEAN lebih banyak berlaku dengan negara di luar ASEAN. Hal ini merupakan bahagian pasaran terhadap rata-rata perdagangan diantara negara anggota ASEAN tidak lebih dari 25 persen per tahun 2014. Dengan perkataan lain mencapai 75 persen perdagangan ASEAN berlaku dengan negara di luar regional ASEAN.
 Negara-negara melakukan kerjasama perdagangan utama ASEAN adalah Jepang, Amerika Syarikat, Uni Eropah dan China. Tham Siew Yean menyatakan bahwa, kerjasama perdagangan secara tradisional telah melibatkan Jepang, Amerika Syarikat dan Uni Eropah (Eropean Union/EU). Berkaitan dengan China telah meningkat integrasinya dalam rangkaian produksi global Multinational Corporations (MNC) di kawasan ini.
 Dalam hal ini, negara-negara tersebut secara bersama-sama mempunyai bagian pemasaran yang mencapai 44 persen daripada jumlah perdangan ASEAN.

Tabel: 1 Perdagangan ASEAN dengan Negara Mitra Perdagangan, 2014

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Negara Mitra

                                          Nilai (miliar US$)

           


 

---------------------------------------------------------------------------------


                   
                  
Ekspor
           Impor
           Total


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


              ASEAN
                  

             1.266,1
         1.135,4
         2.361,5
   
    

              Jepang


                  
903,9
            948.0
         1,851,9
   
    

              Amerika Syarikat
                  
             1.405,0
         3.298.0
         4.703,0        
    

               Uni Eropah (25 negara)*
                             6.806.4
         7.083.8
       13.889,4 
   
    

              China


                             1.806,0
         1.334,0
         3.140,0
     
      

              Korea Selatan

                  
758,6
            937,0
         1.695,6
    
      

              Australia


                  
364,3
            457,0
            821,3
     
      

              India


                   
272,6
            365,0
            637,6 
     
      

              Kanada



                627,3
            452,0
         1.079.3
    
      

              Rusia

                   

465,3
            298,5
            763,8
     
      

              Selandia Baru
                   

345,7
            237.1
            582,8
     
      

              Pakistan
                  


278,2
            168,6
            446,8     
      

              Jumlah Negara Mitra
                                           11,632.9
       12,579.9  
       24,212.8   
    

              Negara lainnya

                                675.3
            713.2
         1,388.5     
    

              Jumlah
                                   

           12,308.2
       13,293.1 
       25,601.3

Sumber: Statistical Appendix ASEAN (World Trade Report 2014) .(diolah)

* Austria, Belgia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and United Kingdom.

Berdasarkan jenis barang-barang ekspor negara-negara ASEAN didominasi oleh barang elektronik, minyak serta perolehannya dan mesin-mesin secara bersama-sama menguasai hampir 60 persen daripada jumlah perdagangan ASEAN.
 Kondisi ini berhubungan dengan kebijakan sistem penomoran jenis barang-barang yang dikeluarkan oleh standar organisasi dunia (World Custom Organization) berdasarkan sistem yang harmonis (Harmonized System-HS). Hal ini dengan mengumpulkan seluruh barang-barang perdagangan di dunia, dimana HS yang terdiri daripada dua angka (2 digit) biasa digunakan untuk menyatakan suatu agregat/kumpulan produksi.

Dalam hal ini kajian perubahan perdagangan bebas ASEAN, ini berhubungan dengan teori integrasi dengan menggunakan pendekatan integrasi ekonomi dan neo-fungsionalisme, dimana proses penetapan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan berbagai konsep penting integrasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, integrasi ekonomi merujuk kepada perwujudan kerjasama dalam bentuk pasar bersama, kawasan perdagangan bebas, peraturan integrasi, pasar biasa dan integrasi ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan integrasi peningkatan aktivitas ekonomi, demikian juga terlihat berbagai jenis integrasi ekonomi dan karakter yang menyertainya seperti terwujudnya keamanan, kedamaian serta tahapan untuk mencapai integrasi yang harmonis dalam kesepakatan bersama terhadap kerjasama sekawasan ASEAN.

3. Aliran Bebas Sektor Pelayanan
Pada dasarnya, setelah berlangsungnya kejayaan liberalisasi perdagangan barang di regional ASEAN, hal ini melalui pelaksanaan pengurangan maupun penurunan tarif menjadi 5 hingga 0 persen terhadap hampir keseluruhan barang-barang  perdagangan dalam AFTA. ASEAN semakin memperkuat tekat untuk mendorong liberalisasi pada sektor pelayanan, yang berkaitan dengan masalah tersebut telah ditempuh langkah yaitu penetapan untuk penandatanganan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tahun 1995.
 Dalam hal ini, Tham Siew Yean mengatakan bahwa, AFAS terhadap pelayanan untuk beberapa sektor sudah masuk, namun demikian ASEAN Investment Area (AIA)  tidak terlalu banyak mengalami perubahan.


Kesepakatan yang berkaitan dengan persetujuan adalah, dengan memasukkan lima sektor pelayanan ke dalam 12 sektor utama sebelumnya yaitu pariwisata, kesehatan, pelayanan penerbangan, e-ASEAN dan logistik.
 Hal ini berkaitan dengan empat sektor utama yang pertama iaitu; pariwisata, kesehatan, pelayanan penerbangan dan e-ASEAN yang diliberalisasi pada tahun 2010. Sementara itu logistik yang merupakan sektor pelayanan kelima diliberalisasi pada tahun 2013. Dalam masalah ini, sektor pelayanan merupakan aktivitas yang semakin berkembang dalam perekonomian internasional Asia Tenggara. Ini selaras dengan perkembangan ekonomi dunia serta aktivitas pergerakan barang-barang, manusia serta sektor pelayanan. Kemudian juga harus memperhitungkan kondisi domestik dengan baik di negara kawasan ASEAN untuk melaksanakan aktivitas pelayanan, juga sesuai dengan ketentuan internasional yang semakin berkembang. Permasalahan ini yang dinyatakan oleh Rizal Sukma adalah,

pelaksanaan AFTA tidak semata-mata melihat perkembangan sektor perdagangan barang-barang, tetapi juga turut memperhatikan sektor pelayanan yang juga merupakan aktivitas yang ikut membantu perkembangan liberalisasi ekonomi dalam pelaksanaan AFTA di negara ASEAN. Sehingga diantara perkembangan ekonomi terhadap barang-barang dan pelayanan berlaku secara seimbang, bahkan sektor pelayanan perkembangannya lebih cepat.


Usaha untuk mendorong liberalisasi sektor pelayanan, selaras dengan peningkatan peranan sektor pelayanan dalam perekonomian negara-negara regional ASEAN, kondisi ini terlihat pada sumbangan sektor pelayanan terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perdagangan luar negeri daripada negara ASEAN. Secara nyata pada tahun 2014, sumbangan sektor pelayanan terhadap perekonomian ASEAN telah mencapai 25-27 persen daripada PDRB (lihat Tabel 2), dimana beberapa negara ASEAN sumbangan sektor pelayanan bahkan lebih besar dibanding sektor pertanian dan industri. Ini menunjukkan bahwa sektor pelayanan telah menjadi perhatian utama negara-negara sekawasan, dalam usaha meningkatkan perekonomian regional dan merupakan landasan utama untuk melaksanakan liberalisasi bagi peningkatan produksi terhadap aktivitas ekonomi negara-negara ASEAN.

Tabel 2:  Peranan Sektor Pelayan Terhadap PDRB ASEAN (2014)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Negara


Pertanian(%)

Industri (%)
      Pelayanan (%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Brunei Darussalam

     6,5


     77,0

  63,5

 Kamboja


   70,6


     57,2

  73,6

 Indonesia


   67,0


     79,9

  86,8

 Laos



   74,6


     44,7

  53,5

 Malaysia


   35,7


     89,5

  91,4

 Filipina


   43,6


     68,6

  79,4

 Singapura


     0,7


     66,7

  95,8

 Thailand


   69,7


     83,6

  89,7

 Vietnam


   69,4


     68,6

  77,3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: ASEAN Statistical Yearbook, 2014. (diolah)

Kemudian dalam perdagangan internasional sektor pelayanan ASEAN terdapat peningkatan yang relatif cukup tinggi dari seluruh negara ASEAN. Permasalahan ini selaras dengan perkembangan yang berlaku dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Namun demikian beberapa negara cukup baik perkembangan sektor pelayanannya yaitu; Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Demikian juga negara sekawasan lainnya juga ikut serta mengikuti dengan perkembangan yang semakin baik, sehingga tidak berlaku terlalu jauh perbedaan perkembangan sektor pelayanan, meskipun perbedaan masih tampak sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 

Aktivitas pelayanan meningkat secara cepat, hal ini selaras dengan meningkatnya aktivitas investasi asing yang masuk ke negara-negara ASEAN. Hal ini memberi pengaruh terhadap peningkatan keperluan pelayanan asing seperti perbaikan mesin-mesin dan tenaga pakar ataupun ahli, dimana realitasnya empat negara yang mendominasi perdagangan internasional sektor pelayanan di kawasan ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia.
 Selanjutnya juga peningkatan aktivitas berkaitan dengan sektor pelayanan yang berlaku diantara keempat-empat negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia, disusul oleh negara Filipina dan Vietnam, ini disebabkan oleh negara-negara tersebut menjadi tumpuan investasi asing dalam kawasan Asia Tenggara. Permasalahan ini selaras dengan perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, serta kemajuan terhadap berbagai aktivitas kehidupan masyarakat yang semakin modern. Negara-negara ini juga penggunaan berbagai fasilitas yang menggunakan peralatan teknologi canggih dalam aktivitas pelayanan. Disamping itu, mereka juga mendapat dukungan pemerintah daripada keempat-empat negara tersebut, dalam urusan penyediaan fasilitas yang dapat memenuhi keperluan pelayanan asing dan tempat yang baik bagi tenaga pakar asing. Ini selaras dengan keperluan peningkatan aktivitas sektor pelayanan untuk meningkatkan ekonomi negara-negara sekawasan Asia Tenggara.

Gambar 2: Komposisi Peluang Negara Anggota Dalam Perdagangan Pelayanan 

di ASEAN
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                       Sumber: ASEAN Secretariat, 2014.

Kemudian juga, terhadap empat sektor pelayanan utama yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN, aktivitas sektor pelayanan targetnya telah selesai dalam pelaksanaan liberalisasi pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2013 dilaksanakan terhadap pelayanan logistik, dimana proses liberalisasi telah berlaku dengan formulasi sasaran strategis dan tujuan pelaksanaan liberalisasi sektor pelayanan dengan memperhitungkan kondisi geografis dan demografi ASEAN, ini merupakan peluang perubahan dan pengembangan sektor pelayanan utama tersebut cukup terbuka. Akan tetapi, penilaian terhadap kondisi pada tahun 2014 di kawasan Asia Tenggara, dapat dinyatakan bahwa perkembangan pelayanan utama di ASEAN belum menyeluruh. Namun demikian, 
negara ASEAN secara strategis mempunyai potensi untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pelayanan berdasarkan kepada potensi ekonomi, sumber daya alam, memiliki potensi pasar yang luas dan besar, demikian juga kesepakatan kebijakan liberalisasi ekonomi ASEAN dilaksanakan secara bertahap menciptakan harmonisasi dan keamanan untuk mengurangi perbedaan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara.
 

Demikian juga terhadap aktivitas pelayanan negara-negara sekawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia adalah negara yang lebih siap dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dalam masalah ini pernyataan dari Ahya Ikhsan adalah, 
berkaitan dengan sektor pelayanan yang ikut berperan bagi perkembangan kemajuan empat negara yang sangat dominan di kawasan ASEAN, dan juga telah lebih maju dalam melaksanakan aktivitas di bidang pelayanan. Dimana dengan menggunakan dukungan teknologi canggih yang demikian berkembang di Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia, ini dapat menjadi pemicu kemajuan sektor pelayanan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN untuk menyukseskan pelaksanaan AFTA dalam liberalisasi ekonomi.


Dalam hal ini, empat negara ASEAN yang kondisi kehidupannya telah lebih maju, ternyata kemajuan ini mendapatkan dukungan pemerintah dan masyarakatnya. Keempat-empat negara tersebut merupakan peluang sebagai motor perubahan sekawasan dengan cara melaksanakan penilaian terhadap koordinasi kebijakan regional untuk sektor tertentu, seperti promosi pariwisata ASEAN. Disamping itu juga rumusan berbagai profesi pelayanan menjadi prioritas untuk melaksanakan Mutual Recognition Arrangement-MRA diantara sesama anggota sekawasan. Hal ini juga harus dilaksanakan untuk mendukung aliran bebas pelayanan khususnya untuk tenaga kerja asing yang mempunyai kepakaran tertentu, juga terhadap penggunaannya di negara tujuan atau konsumen. Contohnya, pegawai atau dokter kesehatan di Singapura melaksanakan praktek di Indonesia. Ini dapat menjadi perhatian karena telah mendapatkan persetujuan dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), pelaksanaan AFAS telah dimulai pada tahun 1995, dimana dalam pelaksanaannya dapat diseelaraskan dengan perkembangan serta mendukung pelaksanaan AFTA agar menjadi lebih baik dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan bebas ASEAN.


Dengan demikian kajian aliran bebas sektor pelayanan, ini berhubungan dengan teori integrasi dengan menggunakan pendekatan integrasi ekonomi dan neo-fungsionalisme, dapat diinterpretasikan sebagai proses integrasi ekonomi, seringkali ditandai oleh wujudnya proses integrasi diantara negara yang ikut serta dalam pengintegrasian bahagian dalam bidang kerjasama aktivitas ekonomi. Hal ini juga selaras dengan pendekatan fungsional struktural dengan meningkatkan kerjasama bahagian daripada aktivitas ekonomi yaitu, pola sekawasan berdasarkan kepada pengelompokan pada kekuatan kerjasama dan kesepakatan ekonomi atau perdagangan, selanjutnya akan terbentuk ke dalam institusi sekawasan.


4. Aliran Bebas Investasi
Pelaksanaan aliran bebas investasi di kawasan ASEAN bertujuan agar regional Asia Tenggara menjadi tempat yang menarik bagi investor dan bersaing, baik dari dalam negara ASEAN maupun yang berasal dari luar kawasan. Hal ini terkait dengan kebijakan terhadap aktivitas usaha untuk menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam hal ini Tham Siew Yean menyatakan bahwa, dengan pelaksanaan AFTA barang-barang dapat bergerak bebas dan secara tidak langsung terwujudnya kawasan yang menarik untuk para investor.
 Sebenarnya hal ini telah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN sejak awal tahun 1980-an. Ini berkaitan dengan strategi yang berlandaskan kepada pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong negara-negara ASEAN menjadi entitas penting terhadap produktivitas internasional Transnational Corporations (TNC). Hal ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional ASEAN. Namun demikian krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1997/1998, ini mengganggu daya tarik kawasan terhadap Penanaman Modal Asing. Krisis keuangan Asia pada 1997 telah melumpuhkan pertumbuhan sektor manufaktur (rekayasa) diikuti penurunan terhadap aliran masuk FDI.
 Dalam hal ini, terutama sekali di negara-negara yang mengalami krisis sangat parah seperti Indonesia dan Thailand, meskipun negara-negara ASEAN lainnya juga terkena dampak krisis ekonomi tersebut.


ASEAN memiliki pasar yang demikian luas juga besar, ini merupakan hasil daripada integrasi dan kerjasama ekonomi sekawasan, dimana antara negara-negara ASEAN akan semakin meningkatkan daya saingnya. Kemudian keadaan ini selaras dengan kredibilitas kebijakan yang semakin baik, yang memberikan insentif untuk investasi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan, baik secara langsung melalui peningkatan modal untuk produksi, maupun secara tidak langsung dengan kemajuan teknologi.
 Dalam pemahaman ini, usaha meningkatkan dan atau menciptakan peranan investasi di kawasan ASEAN, hal ini dapat menjadi rezim
 investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN. Hasil kajian Haas, Ernst
 menyatakan bahwa, how one thinks about regimes is a function of how one thinks about learning, about the growth of human consciousness, about social evolution. Rezim juga merupakan fungsi daripada proses berfikir dalam kerjasama di kawasan ASEAN. Aktivitas investasi berusaha untuk dapat menarik investasi atau penanaman modal asing, maupun investasi modal diantara negara anggota ASEAN, merupakan latar belakang penerapan aliran bebas investasi menjadi salah satu pilar untuk membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini juga terkait dengan aliran barang, sektor pelayanan dan tenaga kerja pakar/ahli yang bebas, demikian juga aliran keluar dan atau masuk modal yang lebih bebas. Hasil kajian Tongzon
 menunjukkan evolusi kerjasama ASEAN adalah selaras dengan mekanisme kerjasama struktur peraturan, dimana prosedur merupakan unsur penggerak yang memikat terhadap kerjasama ASEAN dalam aktivitas ekonomi dan politik adalah sesuai dengan misi dan visi organisasi.

Selain itu, potensi ASEAN ini juga terkait dengan skala ekonomi, jumlah penduduk, posisi yang strategis, kekayaan sumber daya alam (resources), tenaga kerja yang berlimpah, potensi pasar yang besar dan luas. Disamping itu juga kebijakan ekonomi yang terbuka, ini merupakan modal ASEAN yang merupakan landasan produktivitas internasional dan bertujuan menarik untuk investasi. Perbincangan berhubungan dengan investasi tentunya tidak terlepas daripada isu perdagangan internasional, kemudian juga perusahaan multinasional dan jalan masuk ke pasar. Oleh karena itu Emmerson
 mengatakan, beberapa kebijakan bersama tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti liberalisasi ekonomi, dan pengurangan serta peniadaan tarif ekspor-impor barang dalam perdagangan diantara negara sekawasan. Demikian juga kajian Emmerson adalah, pertimbangan secara tradisional atas urusan menteri luar negeri yang utama masuk akal, sebelum penetapan kerjasama organisasi pemerintahan negara anggota masih asing diantara satu dengan lainnya.


Demikian juga dari berbagai sudut pandang yang harus menjadi perhatian kearah rezim investasi yang terbuka dan bebas. Hasil kajian dari Solehah Abdul Hamid
 mendapatkan, kerjasama juga merujuk kepada berbagai bentuk usaha untuk memenuhi kepentingan bersama pihak yang terlibat. Usaha ini termasuk penyelarasan kebijakan ekonomi dan pengurangan hambatan dan diskriminasi atas aliran barang, pelayanan dan sumber produksi. Hasil kajian Emmers menunjukkan tatacara institusi yang digunakan lebih luas, perbincangan secara dinamis kendala kerjasama dan pengkajian kembali untuk penguatan rezim yang bekerja di bawah payung ASEAN.
 Dalam masalah ini, berkaitan dengan persoalan yang pertama yakni pengertian daripada investasi masih mengalami perbedaan, terutama sekali pada pertemuan tingkat tinggi beberapa negara ataupun multilateral, seperti World Trade Organization/WTO. Demikian juga dalam kerjasama ASEAN investasi berarti, investasi modal asing langsung ke kawasan Asia Tenggara. Isu ketentuan yang terkait dengan perusahaan multinasional merupakan pelaku utama berlakunya perpindahan modal dan investasi. Disamping itu juga jalan masuk ke pasaran ini menjadi semakin penting, selain untuk mendekatkan industri terhadap sumber bahan baku produksi. Kemudian juga berusaha untuk membangun industri yang merupakan landasan ekspor maupun meningkatkan perdagangan internasional.

Dalam membentuk kerangka kerja ASEAN Investment Area (AIA), banyak yang masih mempersoalkannya, karena pelaksanaannya dimulai pada tahun 2010. Sementara itu, pembukaan sektor perdagangan telah berlaku lama sebelumnya, juga berlakunya perbedaan diantara investor ASEAN dan bukan ASEAN. Kenyataannya sumber investasi yang terbesar adalah, investasi dari luar ASEAN. Hasil kajian Tham Siew Yean menyatakan juga bahwa, Intra-ASEAN investment constitute the smallest component in each of the country’s investment although an increase was observed from 1986-96 due to prosperity of the region at that time, rising labour cost in the region, and the need to form strategic alliances.
 Pada dasarnya tidaklah terlalu banyak permasalahan yang dapat diharapkan dari AIA, karena dalam kenyataannya sejumlah negara ASEAN telah menetapkan daftar pengecualian (negative list) yang panjang. Ini dikarenakan adanya negara ASEAN yang melaksanakan persaingan untuk memperbaiki rezim dan iklim investasi mereka.


Dengan demikian wujudnya usaha bersama ASEAN untuk meliberalisasi rezim investasi, dalam rangka menyatakan ASEAN merupakan kawasan yang terbuka dan bersaing terhadap investasi. Dalam hal ini telah dimulai sejak terbentuknya AFTA tidak hanya membentuk pasar regional yang terintegrasi dan meningkatkan daya saing, tetapi juga secara tidak langsung untuk menempatkan ASEAN sebagai kawasan investasi yang bebas, sehingga dapat menarik PMA secara berkelanjutan. Kemudian dalam kerangka kerjasama investasi ASEAN (ASEAN Investment Area-AIA), bahwa tujuan inisiatif (regulasi) investasi yang menarik, bersaing, terbuka dan bebas. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menarik dan meningkatkan aliran PMA baik dari luar maupun dalam kawasan secara berkelanjutan. Satu pernyataan hasil kajian Ahmad Nizar Yaakub
 yaitu, AFTA akan dapat mewujudkan aktivitas perdagangan dan investasi yang lebih bersifat integrasi melalui kerjasama blok ekonomi. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan hubungan kerjasama sekawasan yang terintegrasi dalam organisasi ASEAN, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat diantara negara regional Asia Tenggara. Hasil kajian Kawai dan Takagi
 yang mendapatkan, secara umum tidak ada suatu jalan pintas dalam menentukan cara terbaik dan handal untuk meliberalisasi ekonomi dan perdagangan. Demikian juga, kajian Aida
 mendukung Kawai dan Takagi dengan menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan dalam arus modal yang lebih bebas, pada dasarnya  memperhatikan keseimbangan diantara pentingnya aliran modal dan keperluan dasar kehati-hatian dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan berlaku gejolak yang terkait dengan aliran modal tersebut.

4.1. Perubahan Kerjasama dan Liberalisasi Investasi ASEAN
Kerangka kerjasama dan liberalisasi investasi sekawasan ASEAN (The Framework on the ASEAN Investment Area/AIA), telah ditandatangani pada 7 Oktober 1998.
 Ini merupakan inisiatif (regulasi) investasi dalam regional ASEAN, yang merupakan kawasan mempunyai daya tarik dalam lingkungan ekonomi internasional, terwujudnya peningkatan kerjasama dalam bidang investasi dan menciptakan peluang secara terbuka terhadap bebas investasi. Selanjutnya berusaha untuk menarik dan meningkatkan aliran Penanaman Modal Asing (PMA), baik dari luar maupun dalam diantara negara sekawasan berjalan secara berkesinambungan. Dalam kesepakatan ini mengikat negara anggota untuk maju secara bertahapan dengan mengurangi maupun menghapus peraturan, kebijakan dan iklim yang merupakan hambatan aliran masuk investasi. Selanjutnya negara-negara sekawasan Asia Tenggara memastikan pelaksanaan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) di ASEAN, ini pencapaiannya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, menurut Tham Siew Yean menyatakan, AFTA telah menjadikan kawasan ASEAN suatu regional yang terintegrasi terhadap para investor, akan tetapi para investor masih menganggap merupakan suatu kawasan yang tidak terintegrasi.
 Hal ini masih menjadi kurang menarik bagi investor asing terhadap negara-negara yang berada di regional ASEAN. Karenanya, diperlukan usaha anggota ASEAN secara lebih bersungguh-sungguh untuk menjadi tujuan investasi yang menarik. Ini selaras dengan pencegahan perang rangsangan (incentive) diantara negara anggota, dalam kesepahaman ini jangkauan investasi adalah seluruh penanaman modal langsung di luar portofolio.


Untuk pencapaian tujuan berkaitan dengan AIA dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi implementasi kerjasama investasi dan program-program kemudahan.

2. Mengimplementasi program promosi integrasi dan aktivitas-aktivitas kepedulian terhadap investasi (investment awareness).
3. Membuka semua industri baik manufaktur (rekayasa), pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan atau quarriying serta pelayanan terkait dengan kelima sektor tersebut. Dalam hal ini untuk tujuan investasi, terdapat beberapa pengecualian yang dinyatakan dalam daftar keluaran sementara (Temporary Exclusion List-TEL) dan keluaran sensitif (Sensitive List-SL) untuk investor ASEAN pada tahun 2010. TEL harus secara bertahap dihapuskan dalam jangka waktu yang disetujui. Sementara itu SL meskipun tidak mempunyai jangka waktu penghapusan harus dikurangi secara bertahap.
4. Menjamin perlakuan kebangsaan (national treatment), maupun perlakuan yang sama antara investor dalaman ASEAN dengan investor lokal/domestik.
5. Mengikutsertakan sektor swasta secara aktif dalam proses pengembangan AIA.
6. Mendorong aliran modal yang lebih bebas, tenaga kerja pakar, tenaga pakar yang profesional dan teknologi diantara para anggota.
7. Keterbukaan (transparency) terhadap kebijakan, peraturan, prosedur dan pengurusan investasi diantara para anggota.
8. Perampingan dan penyederhanaan proses investasi.
9. Menghapuskan hambatan investasi dan meliberalisasi kebijakan serta peraturan investasi pada sektor-sektor yang tercakup dalam kesepakatan pada tahun 2003 untuk seluruh anggota ASEAN kecuali Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2010 (Amandemen AIA, 2001) (ASEAN Secretariat 2014).
Dengan AIA, investor terdorong untuk berfikir sekawasan dalam melaksanakan strategi investasi dan aktivitas produksi. Hal ini akan berdampak kepada pembagian tenaga kerja dan aktivitas industri dengan ruang lingkup yang lebih besar di dalam suatu kawasan. Selanjutnya ini dapat meningkatkan efisiensi industri dan tingkat daya saing ongkos produksi. Disamping itu juga investor akan memiliki berbagai manfaat dari AIA iaitu: Pertama, jalan masuk terhadap investasi yang lebih besar untuk sektor-sektor industri dan ekonomi; Kedua, memperoleh perlakuan kebangsaan (nasional); Ketiga, memperoleh peluang investasi yang lebih besar dengan wujud keterbukaan; Keempat, informasi dan program kepedulian investasi; Kelima, rezim investasi lebih bersaing dan bebas terhadap biaya transaksi lebih rendah untuk beroperasi di seluruh kawasan.

Kemudian dalam rangka implementasi AIA yang dibentuk oleh Komisis Koordinator Investasi (Coordinating Committee on Investment) ASEAN, ada tiga pendekatan  yaitu:

1. Kerjasama dan program-program kemudahan dalam rangka meningkatkan daya saing ASEAN dan juga menyediakan ruang lingkup investasi yang efisien dan biaya transaksi rendah.

2. Program-program promosi dan kesadaran (awareness) ASEAN merupakan suatu tujuan utama investasi (a single investment destination).
3. Program liberalisasi untuk menciptakan rezim investasi yang bebas.

Dalam pelaksanaannya AIA telah mengalami berbagai perubahan peraturan yang berkaitan dengan tambahan negara anggota dan penetapan sektor-sektor utama dalam mempercepatkan tahapan liberalisasi. Sebelum adanya AIA, organisasi ASEAN telah mempunyai Promosi dan Perlindungan Perjanjian Investasi (Promotion and Protection of Investment Agreement-PPIA).
 Permasalahan ini berkaitan dengan PPIA yang ditandatangani pada tahun 1987 dalam rangka mempercepat proses industrialisasi. Akhirnya berdasarkan kesepakatan berkenaan dengan kerangka kerja masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), pada tahun 2015 kedua perjanjian berkaitan dengan (PPIA dan AIA) serta seluruh perubahan undang-undang akan ditinjau kembali. Selanjutnya menjadi suatu kesepakatan investasi yang menyeluruh meliputi kerjasama, kemudahan, promosi, liberalisasi dan perlindungan investasi, ini menjadi Perjanjian Kesepahaman Investasi ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA).

4.2. Perubahan Liberalisasi Investasi ASEAN
Dengan menyadari semakin pentingnya aliran dana investasi sebagai komponen pembangunan, secara individu negara anggota ASEAN telah berusaha melaksanakan perubahan terhadap rezim investasi, dalam rangka meningkatkan usaha koordinasi terhadap wahana kerjasama regional. ASEAN-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina) telah mengakui kesepakatan Sistem Hubungan Investasi Perdagangan (Trade Related Investment Measures-TRIMs), dimana masalah ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi hambatan terhadap bentuk pengaturan yang membatasi investasi asing, terutama sekali prestasi yang berkaitan dengan keperluan perdagangan (trade-related performance requirements). Dalam hal ini, komponen kebijakan investasi membatasi arus penanaman modal asing langsung (FDI) dalam bentuk prestasi yang berkaitan dengan keperluan perdagangan antara lain:

1. Membatasi aliran masuk dan pendirian penanaman modal asing.

2. Membatasi peringkat kepemilikan asing.
3. Perlakuan yang berbeda terhadap investor asing.
4. Membatasi operasional perusahaan asing, seperti keharusan untuk memakai produksi maupun bahan baku pembekal lokal dan membatasi ekspor.
5. Kebijakan dan peraturan tentang persaingan yang kurang memadai.
6. Perlindungan terhadap hak cipta intelektual (intellectual property rights). (ASEAN Secretariat. 2012)

Sejauh ini hanya Singapura yang tidak melaksanakan persyaratan berkaitan dengan investasi asing. Sementara itu di negara-negara ASEAN lainnya masih menggunakan peraturan dan membatasi terhadap investasi asing sangat banyak serta beragam. Kondisi ini masih berlaku karena meskipun kerangka kerjasama investasi dalam AIA mengikat secara undang-undang, namun demikian secara terperinci pelaksanaan liberalisasi investasi diserahkan ketentuannya kepada setiap negara tanpa adanya jadwal tindakan yang disetujui. Dalam hal ini Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia melaksanakan ketentuan persyaratan kandungan lokal dan persyaratan orientasi ekspor, hal ini juga berkaitan dengan ketentuan alih teknologi juga berlaku di Thailand dan Indonesia.

Dalam hal ini berkait dengan prosedur perizinan dimana ASEAN-5 melaksanakan pelayanan satu tempat (one stop service) untuk mengurangi waktu proses pelaksanaan permodalan asing. Secara umumnya dari sudut ketentuan Penanaman Modal Asing (PMA) ASEAN telah cukup terbuka, terutama untuk investasi masuk (inward FDI). Selain itu investasi keluar (outward FDI) juga sangat terbuka dengan beberapa pengecualian, baik berkaitan dengan sistem pembayaran luar negeri ataupun biaya dalam negeri.

Dalam hal kepemilikan asing secara umum masih terbatas meskipun dengan peringkat yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan pembatasan investasi pada umumnya yang berkaitan dengan keamanan nasional, kesehatan, sektor kebijakan, penggunaan bahan baku maupun yang memerlukan persetujuan. Dalam hal ini Singapura hampir tidak melakukan pembatasan kepemilikan asing kecuali untuk industri perbankan, transportasi udara dan perkapalan. Disamping itu, terdapat juga pembatasan kepemilikan asing berdasarkan daftar negatif (negative list). Ini diterapkan oleh Indonesia dan Filipina. Sementara itu di Malaysia pembatasan kepemilikan asing tergantung kepada perbandingan (proportion) tertentu dari hasil yang diekspor. Hal ini juga ada kaitannya dengan investasi yang disetujui sebelum tahun 2003, akan tetapi kelonggaran penghapusan persyaratan terbuka sesuai dengan permintaan dan penilaian kondisi perusahaan. Demikian juga dengan Thailand, kepemilikan asing terbatas bagi sektor industri tertentu (restricted sector) ataupun jika kurang dari 80 persen hasil produksi yang diekspor.

Dengan demikian berkaitan dengan aliran investasi keluar, tiga negara yaitu Singapura, Brunei dan Indonesia tidak melaksanakan pembatasan. Hal ini berkaitan dengan membatasi dalam bentuk persetujuan terhadap otoritas. Demikian juga berkaitan dengan perlakuan berhubungan dengan sistem pembayaran luar negeri. Dimana terhadap negara Thailand, ini berkaitan dengan biaya dalam negeri, demikian juga dengan Malaysia dan Filipina. Dalam hal ini telah berlaku perubahan terhadap liberalisasi investasi ASEAN, dan ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi negara serta kemampuan yang dimilikinya.   

Dalam hal ini, kajian aliran bebas investasi sangat terkait dengan teori integrasi melalui pendekatan integrasi ekonomi, yaitu dalam memahami integrasi ekonomi untuk memenuhi berbagai keinginan untuk kepentingan bersama. Kemudian integrasi ekonomi juga tidak terbatas pada aspek ekonomi, akan tetapi juga terhadap aspek politik. Hal ini juga berkaitan dengan pendekatan neo-fungsionalisme yang merupakan bahagian-bahagian terbentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan diantara negara-negara, terutama dalam hubungannya dengan pasar bersama atau kesepakatan ekonomi. Disamping itu menyelaraskan kepentingan nasional tersendiri, selanjutnya  menghasilkan kebijakan yang merangkumi semua anggota dan pertimbangannya dalam persoalan membuat keputusan secara bersama-sama.
5. Perubahan Aliran PMA di ASEAN

Pada prinsipnya perubahan aliran modal PMA memperlihatkan sesuatu permasalahan yang menarik, dimana selama tujuh tahun (2003-2010) aliran masuk PMA secara kasar di kawasan ASEAN meningkat dibandingkan dengan rata-rata aliran masuk PMA dalam jangka waktu tahun 1990-2000 (lihat Tabel 3). Dalam masalah ini kenyataannya pada tahun 2013, jumlah aliran masuk PMA ke negara-negara ASEAN mencapai US$ 113,75 juta ataupun lebih dari lima kali rata-rata pada tahun 1990-2000. Kemudian sebagian besar aliran PMA ke negara regional ASEAN diterima oleh negara ASEAN-5 sebanyak 97 persen.
 Dalam hal ini, peringkat pertama diperoleh oleh Singapura karena menerima sekitar 52 persen PMA ke ASEAN. Selanjutnya diikuti oleh Thailand dan Malaysia yang mana setiap negara menerima mencapai 12 dan 17 persen. Sementara itu Indonesia baru menerima 11 persen PMA ke ASEAN lebih tinggi dari Filipina 5 persen. Sementara itu, negara anggota lainnya masih belum banyak menarik aliran PMA. Hal ini masih wujudnya jurang perbedaan yang sangat lebar diantara negara anggota ASEAN.

Tabel 3: Aliran Masuk PMA di ASEAN (juta US$)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negara

 Rata-rata     2003      2004       2005      2006        2007      2008     2009     2010     2011      2012        2013 

               1990-2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singapura                    9.204
  11.664   19.828    15.004   24.207    26.100   27.515  28.012  29.435    30.125    31.342   32.543  

Thailand

   3.198        5.235
 5.862
 8.957     9.751    10.556   11.223  13.326  15.338    15.654    16.291   16.765
Malaysia
                   4.722
    2.473
 4.624
3.965      6.060      8.764     9.875   11.657  13.258   15.675    16.875   17.385
Indonesia
                   1.547
       597
 1.896
8.337      5.556      7.657     8.021   10.453  11.675   13.243    14.578   15.324
Filipina

   1.289
       491
    688
1.854      2.345      3.432     5.765     6.721    8.154     9.187      9.462     9.758
Vietnam

   1.322
    1.450
 1.610
2.021      2.315      3.421     5.897     7.654    9.387     9.479      9.762     9.856
Kamboja
                      155
         84
    131
   381
  483         579        653        733       871        912         934        968 
Brunei

      349
    3.375
    334
   289
  434         595        756        875       924     9.327      9.483     9.595
Laos

        50
         19
      17
     28
  187         232        352        429       532        655         724        745
Myanmar
                      346
       291
      25
   236
  143         246        425        528       653        765         792        812
Jumlah
                 22.182      25.679  35.015    41.072    51.481    61.582   70.482   80.388  90.227 105.022  110.243 113.751
Pertumbuhan (%)
                   13,62
26,66      14,75      20,22      16,40     12,63     12,32    10,90    14,09       4,74      3,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: UNCTAD, World Investment Report , 2014 dan ASEAN Secretariat, 2014. (diolah)

Dengan kecepatan perubahan PMA ke Singapura masih memungkinkan, hal ini mengingat peran negara Singapura sebagai pusat penyaluran dan keuangan (a distribution hub and financial centre). Kondisi ini juga tidak mustahil dengan ketentuan penanaman modal asing yang bebas di Singapura. Akan tetapi ketentuan tersebut tampaknya bukan satu-satunya faktor yang berperan menarik PMA ke kawasan ASEAN. Disamping itu Thailand dan Malaysia yang masih mempunyai pembatasan kepemilikan asing, permasalahan ini masih tetap menjadi tujuan PMA.
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Gambar 3: Asal PMA Masuk ke ASEAN
Sumber: ASEAN Secretariat 2014 dan UNCTAD, World Investment Report, 2014. (diolah)
Demikian juga untuk PMA diantara negara ASEAN, baik pemberi maupun penerima didominasi oleh empat negara iaitu: Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Keempat-empat negara tersebut menerima sebanyak 92 persen aliran masuk PMA diantara negara ASEAN. Namun demikian pada sudut lainnya keempat-empat negara tersebut juga merupakan sumber daripada 96 persen aliran PMA diantara negara ASEAN.

Berdasarkan perubahan dan karakter aliran masuk PMA tersebut, dapat dikatakan bahwa, aliran PMA ke negara-negara regional ASEAN memperlihatkan peningkatan. Namun demikian jurang perbedaan diantara negara anggota dalam perolehan aliran dana tersebut masih lebar. Kenyataannya peningkatan tersebut juga masih belum diikuti oleh aliran diantara negara ASEAN. Empat negara besar yang menikmati aliran dana PMA di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia.
 
Dalam hal ini, realitas tingginya aliran PMA ke negara-negara regional ASEAN ini adalah, berkaitan dengan perusahaan transnasional (Transnational Corporation-TNC) pada sektor manufaktur (rekayasa), pelayanan keuangan dan perdagangan untuk memenuhi keperluan pasaran global. Disamping itu juga, masih terpusatnya aliran masuk PMA diantara negara ASEAN pada empat negara tersebut. Ini selaras dengan perdagangan industri lokal/domestik (intra-industry trade) pada produksi elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu negara Singapura sebagai pusat keuangan dan penyaluran sekawasan, merupakan negara tujuan PMA yang paling menarik di regional ASEAN. Singapura mempunyai peranan terbesar, dalam hal persiapan prasarana dan kemudahan dukungan negara tersebut yang sangat signifikan menarik dana PMA dalam usaha meningkatkan liberalisasi perdagangan internasional.
 

Dengan demikian, kajian daripada perubahan aliran PMA di ASEAN menunjukkan bahawa teori integrasi dengan pendekatan fungsional struktural dan neo-fungsionalisme, adalah menjadikan institusi internasional sebagai simbol yang mengintegrasikan kekuasaan politik melalui harmonisasi kerjasama internasional. Ini juga meningkatkan serta mempunyai hubungan dengan penggunaan konsep integrasi politik. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan pendekatan integrasi ekonomi yakni prinsip kerjasama ekonomi dan politik di negara-negara ASEAN, yang berdasarkan kepentingan saling menguntungkan diantara negara anggota, juga kesepakatan kerjasama sekawasan, dimana seterusnya juga integrasi ekonomi merupakan persoalan yang cukup kompleks dan saling berhubungan.
6. Rumusan

Kajian ini berkaitan dengan perubahan perdagangan bebas ASEAN kearah integrasi  ASEAN dalam kerangka kerja pelaksanaan AFTA. Pada dasarnya mewujudkan liberalisme ekonomi melalui suatu kawasan perdagangan bebas memerlukan mekanisme yang dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Mekanisme ini adalah kerangka kerja Skim Tarif Keutamaan Efektif Umum ataupun Common Effective Preferential Tariff (CEPT).  

Liberalisasi ekonomi dan perdagangan ASEAN melalui mekanisme CEPT bertujuan untuk menurunkan tarif semua jenis barang yang telah masuk daftar menjadi 0%-5% pada tahun 2003 untuk ASEAN-6. Selanjutnya diantara tahun 2006 dan tahun 2010 untuk ASEAN-4 atau Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Hal ini memperlihatkan masih wujud perbedaan dalam pelaksanaan AFTA di regional ASEAN, dimana pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN terus melaksanakan perubahan serta mengatur mekanisme yang harmonis terhadap kejayaan pelaksanaan AFTA, sehingga mencapai tujuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN melaksanakan penyesuaian kebijakan perdagangan, kemudian berkembang pula perdagangan antar industri di kawasan Asia Tenggara yang menuntut untuk pelaksanaan liberalisasi perdagangan regional ASEAN.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, perdagangan ASEAN lebih banyak berlaku dengan negara di luar ASEAN. Ini berkaitan dengan usaha peningkatan kredibilitas kebijakan, cara pemberian insentif untuk investasi terhadap usaha meningkatkan pendapatan, baik secara langsung peningkatan modal terhadap produksi dan secara tidak langsung melalui kemajuan teknologi. Dalam hal ini rezim investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci, dalam meningkatkan daya saing kearah perdagangan bebas dan integrasi ASEAN. Secara lebih khusus lagi, negara-negara ASEAN terus mengusahakan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas melalui usaha pengurangan dan penghapusan kendala perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Demikian juga perdagangan di regional ASEAN diharapkan dapat meningkat, karena aliran barang tidak terkendala berdasarkan produk yang bersaing, ini terutama dalam usaha untuk menarik investasi asing yang semakin tangguh dalam persaingan komparatif (comparative competitive) diantara negara ASEAN.

 Skim penurunan ataupun pengurangan tarif dalam kerangka AFTA telah dilaksanakan melalui instrumen Tarif Keatamaan Efektif Umum (Common Effective Preferential Tariff-CEPT). Dokumentasi berlaku apabila kepastian aturan ataupun undang-undang terhadap pemberlakuan tarif biaya masuk CEPT diantara  negara anggota, yang secara berkala diterbitkan melalui surat keputusan resmi (legal enactment). Namun demikian, keputusan resmi tersebut juga merupakan data tambahan yang disertakan oleh peningkatan produksi daripada daftar TEL dan SL kepada senarai IL dari waktu ke waktu. Demikian juga dalam skim CEPT, setiap negara dapat saja tidak melaksanakan liberalisasi perdagangan menurut pertimbangannya dapat membahayakan keamanan nasional, moral masyarakat, kesehatan manusia, hewan, dan tanaman serta nilai-nilai seni, sejarah, dan benda purbakala ataupun arkeologi untuk keperluan berkaitan dengan usaha setiap negara menyusun General Exception List (GEL).

Dalam proses liberalisasi telah mulai berlaku dengan formulasi membuat sasaran strategis dan tujuan pelaksanaan, ini sesuai dengan kondisi geografis dan demografi ASEAN menciptakan peluang perubahan dan pengembangan sektor pelayanan utama tersebut sangat terbuka. Namun demikian, perkembangan pelayanan utama di ASEAN belum menyeluruh, dimana Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia lebih siap dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian negara-negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia sebagai motor ataupun penggerak perubahan regional melaksanakan penilaian koordinasi kebijakan sekawasan untuk sektor tertentu seperti; promosi pariwisata ASEAN, mendukung aliran bebas sektor pelayanan khususnya untuk tenaga kerja asing yang mempunyai kepakaran tertentu terhadap penggunaannya di negara pengguna. 

Demikian juga rezim investasi yang terbuka dan bebas, dimana ketentuan dan aturan investasi yang masih mengalami perbedaan dalam kerjasama ASEAN. Seterusnya ketentuan berkaitan dengan perusahaan multinasional merupakan pelaku utama berlakunya perpindahan penanaman modal berdasarkan perubahan dan karakter aliran masuk PMA ke negara-negara regional ASEAN. Namun demikian, masih lebarnya jurang perbedaan diantara negara anggota dalam perolehan aliran dana tersebut. Kenyataannya, peningkatan tersebut juga masih belum diikuti oleh aliran diantara negara ASEAN, dimana empat negara besar menikmati aliran dana PMA di regional ASEAN adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Selanjutnya kerjasama ekonomi AFTA mempunyai implikasi ataupun pengaruh terhadap perdagangan internasional di luar ASEAN. AFTA berperan dalam peningkatan perdagangan di Asia secara sangat signifikan terhadap Jepang, Taiwan dan negara lainnya. Dalam hal produksi menggunakan pendekatan analisis keunggulan komparatif (comparative advantage) dengan sumber daya alam yang berlimpah (factor endowments) menggunakan intensif modal maupun tenaga kerja. Hal ini meningkatkan produksi untuk aktivitas perdagangan internasional, berdasarkan wujudnya sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki di regional ASEAN.

Dengan demikian kesadaran bersama negara-negara anggota Asia Tenggara, ini memberikan dorongan semangat integrasi ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama sekawasan dibidang perdagangan. Perdagangan diantara negara anggota ASEAN memberi ruang integrasi dengan meningkatkan aktivitas jaringan industri diantara negara ASEAN (intra-regional production networks). Aktivitas perdagangan bebas ASEAN-AFTA, ini mempertegas perdagangan bebas ASEAN kearah kejayaan rezim sekawasan. AFTA merupakan rezim internasional yang sedang memperbaiki aturan kerjasama, mekanisme yang teratur dan mengukuhkan berbagai kebijakan fundamental organisasinya. Oleh karenanya, integrasi ASEAN mulai berlaku melalui kerjasama ekonomi regional berdasarkan teknologi tinggi dan keunggulan komparatif (comparative advantage), dengan mengandalkan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini tercipta dengan memenuhi dan mematuhi berbagai aturan ketentuan serta kesepakatan bersama yang tertulis melalui persetujuan bersama dalam landasan organisasi ASEAN.   
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